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PELAYANAN KESEHATAN






MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 1787/MENKES/PER/XI1/2010

TENTANG

IKLAN DAN PUBLIKASI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa masyarakat sebagai pengguna pelayanan
kesehatan perlu diberikan perlindungan dari informasi
berupa iklan dan publikasi pelayanan kesehatan yang
menyesatkan;

bahwa materi iklan dan publikasi pelayanan kesehatan
yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan
termasuk rumah sakit sebagaimana ketentuan Pasal 29
huruf I, huruf m, huruf n, dan Pasal 30 ayat (1) huruf g
Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit, dan
tenaga kesehatan harus bersifat informatif, edukatif, dan
bertanggung jawab;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur
Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan dengan
Peraturan Menteri Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
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Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

6. Undang—Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IKLAN
DAN PUBLIKASI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Iklan Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan komunikasi persuasif atau
pengenalan/promosi tentang kebijakan, program, dan/atau pelayanan
kesehatan dalam bentuk gambar, suara, dan/atau tulisan dengan tujuan
menarik minat dan memudahkan masyarakat.

2. Publikasi Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan komunikasi melalui
penyebaran informasi dan/atau  pengumuman/pernyataan  untuk
memperkenalkan/mempromosikan kebijakan dan/atau program
pembangunan kesehatan maupun jasa pelayanan kesehatan di berbagai
media.
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3. Iklan adalah informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat
tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan
oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang
bersangkutan.

4. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif,
kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah
daerah, dan/atau masyarakat termasuk swasta.

5. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

6. Pelayanan kesehatan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan yang meliputi promosi kesehatan, pencegahan penyakit, kuratif
dan rehabilitatif.

7. Media adalah alat dan/atau sarana komunikasi massa yang meliputi media
cetak, media elektronik, maupun media luar ruang.

8. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan.

BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi iklan dan publikasi pelayanan kesehatan
termasuk pelayanan kesehatan tradisional dan pengobatan komplementer-
alternatif.

BAB Il
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

(1) Fasilitas pelayanan kesehatan dapat menyelenggarakan iklan dan/atau
publikasi pelayanan kesehatan melalui media.

(2) Penyelenggaraan iklan dan/atau publikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus sesuai dengan etika iklan dan/atau publikasi yang diatur
dalam kode etik rumah sakit indonesia, kode etik masing-masing tenaga
kesehatan, kode etik pariwara, dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 4

Fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan iklan dan/atau
publikasi harus memenuhi syarat meliputi:

a. memuat informasi dengan data dan/atau fakta yang akurat;
b. berbasis bukti;
c. informatif;

d. edukatif; dan

e. bertanggung jawab.

lklan dan/atau publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan media luar ruang
wajib mencantumkan nama dan alamat fasilitas pelayanan kesehatan
serta tanggal publikasi.

Pasal 5

Iklan dan/atau publikasi pelayanan kesehatan tidak diperbolehkan apabila
bersifat:

a.

b.

menyerang dan/atau pamer yang bercita rasa buruk seperti merendahkan
kehormatan dan derajat profesi tenaga kesehatan;,

memberikan informasi atau pernyataan yang tidak benar, palsu, bersifat
menipu dan menyesatkan;

memuat informasi yang menyiratkan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan
tersebut dapat memperoleh keuntungan dari pelayanan kesehatan yang
tidak dapat dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan lainnya atau
menciptakan pengharapan yang tidak tepat dari pelayanan kesehatan
yang diberikan;

membandingkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan fasilitas
pelayanan kesehatan tersebut dengan fasilitas pelayanan kesehatan
lainnya, atau mencela mutu pelayanan kesehatan fasilitas pelayanan
kesehatan lainnya;

memuji diri secara berlebihan, termasuk pernyataan yang bersifat
superlatif dan menyiratkan kata “satu-satunya” atau yang bermakna sama
mengenai keunggulan, keunikan atau kecanggihan sehingga cenderung
bersifat menyesatkan;

memublikasikan metode, obat, alat dan/atau teknologi pelayanan
kesehatan baru atau non-konvensional yang belum diterima oleh
masyarakat kedokteran dan/atau kesehatan karena manfaat dan
keamanannya sesuai ketentuan masing-masing masih diragukan atau
belum terbukti;

mengiklankan pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan yang
fasilitas pelayanan kesehatannya tidak berlokasi di negara Indonesia;
mengiklankan pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga kesehatan
dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak memiliki izin;
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i. mengiklankan obat, makanan suplemen, atau alat kesehatan yang tidak
memiliki izin edar atau tidak memenuhi standar mutu dan keamanan;

j- mengiklankan susu formula dan zat adikiif;

k. mengiklankan obat keras, psikotropika dan narkotika kecuali dalam
majalah atau forum ilmiah kedokteran;

I memberi informasi kepada masyarakat dengan cara yang bersifat
mendorong penggunaan jasa tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan
kesehatan tersebut;

m. mengiklankan promosi penjualan dalam bentuk apa pun termasuk
pemberian potongan harga (diskon), imbalan atas pelayanan kesehatan
dan/atau menggunakan metode penjualan multi-level marketing;

n. memberi testimoni dalam bentuk iklan atau publikasi di media massa; dan

menggunakan gelar akademis dan/atau sebutan profesi di bidang
kesehatan.

Pasal 6

Iklan dan/atau publikasi mengenai obat dalam pelayanan kesehatan dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
(1) Iklan pelayanan kesehatan dapat dilakukan di semua media.

(2) Publikasi pelayanan kesehatan dapat dilakukan di semua media dalam
bentuk antara lain berita, banner, tulisan berjalan, artikel, atau features.

Pasal 8

(1) Tenaga kesehatan dilarang mengiklankan atau menjadi model iklan obat,
alat kesehatan, perbekalan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan
kecuali dalam iklan layanan masyarakat.

(2) Tenaga kesehatan dapat melakukan publikasi atas pelayanan kesehatan
dan penelitian kesehatan dalam majalah kesehatan atau forum ilmiah
untuk lingkungan profesi.

Pasal 9

(1) Iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
adalah iklan promosi kesehatan yang bertujuan untuk mengubah
masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) atau
mendukung program pemerintah dan tidak bersifat komersiil.

(2) Program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. program pengentasan masalah kesehatan yang bersifat permanen di
daerah tertinggal, daerah perbatasan, kepulauan terluar, dan daerah
kurang diminati;

b. program pemberantasan penyakit;

c. program keluarga berencana;
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d. program promotif dan preventif saintifikasi jamu; dan/atau
e. program peduli kemanusiaan dan bencana.

Iklan layanan masyarakat tidak bolen memperlihatkan merek dagang, alat
kesehatan, perbekalan kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 10

Iklan dan/atau publikasi pelayanan kesehatan oleh fasilitas kesehatan melalui
internet, tidak boleh digunakan sebagai sarana konsultasi medis jarak jauh
(telemedicine).

(6)

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan iklan dan/atau publikasi
pelayanan kesehatan, Menteri dapat membentuk Tim Penilaian dan
Pengawasan lklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan di lingkungan
Kementerian Kesehatan.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan penilaian
dan pengawasan atas materi iklan dan/atau publikasi pelayanan
kesehatan sebelum dan setelah ditayangkan.

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim
berwenang untuk:

a. memberi konsultasi atas materi iklan dan/atau publikasi pelayanan
kesehatan yang akan ditayangkan.

b. menerima, menelaah, dan memeriksa laporan pengaduan dari
masyarakat mengenai iklan dan publikasi pelayanan kesehatan;

¢. memanggil dan meminta keterangan saksi dan/atau pelapor;

d. memeriksa dokumen, bukti informasi, dan teknologi atau bukti-bukti
lainnya;

e. merujuk tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan
yang melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan ini ke Majelis
Kehormatan Etik Profesi, Majelis Disiplin Profesi, dan/atau Majelis
Kehormatan Etik Rumah Sakit Indonesia; dan

f. memberi rekomendasi kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk
untuk mengambil tindakan administratif.

Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil penilaian dan

pengawasan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Menteri atau pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti laporan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)

hari kerja.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan susunan keanggotaan
Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
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Pasal 12

Pelaksanaan penilaian dan pengawasan iklan dan publikasi pelayanan
kesehatan di daerah dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan di tingkat provinsi.

Dalam rangka penilaian dan pengawasan iklan dan publikasi pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas dapat
berkonsultasi dengan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penilaian dan pengawasan
iklan dan publikasi pelayanan kesehatan di daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan
di tingkat provinsi.

Pasal 13

Penilaian dan pengawasan iklan dan/atau publikasi obat dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

(2)

(4)

(5)

Pasal 14

Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal
12, Menteri dan/atau kepala dinas yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan daerah dalam bidang kesehatan di tingkat provinsi, dapat
memerintahkan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga
kesehatan untuk mengubah, menarik, menghilangkan atau menghentikan
iklan dan/atau publikasi pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan
Peraturan ini dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Dalam hal fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesehatan tidak
mengubah, menarik, menghilangkan, dan/atau menghentikan iklan
dan/atau publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan/atau
kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam
bidang kesehatan di tingkat provinsi, dapat mengambil tindakan
administratif.

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
berupa:

a. pencabutan surat izin operasional/surat izin praktik/surat izin
kerja/surat izin profesi untuk sementara waktu paling lama 1 (satu)
tahun; dan

b. pencabutan surat izin operasional/surat izin praktik/surat izin
kerja/surat izin profesi untuk selamanya.

Selain tindakan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
tenaga kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan yang melanggar
dapat dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Majelis Kehormatan Etik
Profesi, Majelis Disiplin Profesi, dan/atau Majelis Kehormatan Etik Rumah
Sakit Indonesia.
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Pasal 15

Dalam mengambil tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Menteri
dan kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam
bidang kesehatan di tingkat provinsi dapat melibatkan organisasi profesi terkait
sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2010
MENTERI KESEHATAN,

ttd

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 673
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PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 76 TAHUN 2013

TENTANG

IKLAN ALAT KESEHATAN DAN

PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa masyarakat perlu dilindungi dari pengaruh
yang merugikan akibat penayangan iklan alat
kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga
yang tidak objektif, tidak lengkap dan menyesatkan;

bahwa iklan alat kesehatan dan perbekalan
kesehatan rumah tangga yang beredar di masyarakat
perlu dilakukan pengawasan sesuai dengan izin edar
alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah
tangga;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Iklan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
Rumah Tangga;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 199 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang
Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);
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4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang
Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 3781);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon
II Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun
2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 142);

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
42 /Permentan/SR.140/5/2007 tentang Pengawasan
Pestisida;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

1144 /Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1189 /Menkes/Per/VIII/2010 tentang Produksi Alat
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 399);
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12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat
Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 400);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1191 /Menkes/Per/VII[/2010 tentang Izin Penyaluran
Alat Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 401);

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
24 /Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan
Tata Cara Pendaftaran Pestisida;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG IKLAN
ALAT KESEHATAN DAN PERBEKALAN KESEHATAN
RUMAH TANGGA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Iklan adalah informasi yang bersifat komersial dan layanan
masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat
dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada
lembaga penyiaran yang bersangkutan.

2. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan/atau implan
yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah,
mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat
orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau
membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

3. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat
PKRT adalah alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan
dan perawatan kesehatan untuk manusia, pengendali kutu hewan
peliharaan, rumah tangga dan tempat-tempat umum.

4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan.

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal pada Kementerian
Kesehatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang
kefarmasian dan alat kesehatan.
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BAB1I
TATA CARA PERIKLANAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Alat Kesehatan dan PKRT dapat diiklankan melalui media cetak,
media elektronik, media teknologi informasi, dan/atau media luar
ruang.

(2) Dalam hal Alat Kesehatan yang penggunaannya memerlukan bantuan
tenaga profesional, iklan hanya dapat dilakukan melalui:

a. media cetak ilmiah kedokteran dan farmasi; dan/atau

b. forum ilmiah untuk lingkungan profesi kesehatan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Iklan Alat Kesehatan dan PKRT harus sesuai dengan
etika periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 4

Alat kesehatan dan PKRT yang dapat diiklankan hanya Alat Kesehatan
dan PKRT yang telah memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Iklan PKRT hanya dapat dimuat atau ditampilkan pada media
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), setelah mendapat
persetujuan dari Direktur Jenderal.

(2) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh persetujuan Iklan PKRT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.

Pasal 6

(1) Iklan Alat Kesehatan dan PKRT harus:

a. memuat keterangan secara obyektif, lengkap, dan tidak
menyesatkan;
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b. menggunakan Bahasa Indonesia, angka arab, dan huruf latin yang
mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran ganda; dan

c. tidak bertentangan dengan etika kesusilaan.

Obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berarti iklan
harus memberikan informasi yang benar sesuai izin edar dan tidak
boleh menyimpang dari sifat keamanan, mutu dan kemanfaatan.

Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berarti iklan
harus memberikan informasi mengenai kemanfaatan, kontra indikasi,
efek samping dan/atau informasi lainnya yang harus diperhatikan
dalam penggunaan produk.

Tidak menyesatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
berarti Iklan harus jujur, akurat, bertanggung jawab serta tidak boleh
memanfaatkan kekuatiran masyarakat atas masalah kesehatan.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, penggunaan bahasa, angka, dan huruf selain Bahasa
Indonesia, angka Arab dan huruf Latin diperbolehkan sepanjang
tidak ada padanannya.

Pasal 7

Materi Iklan Alat Kesehatan dan PKRT tidak diperbolehkan apabila:

a. bersifat menyesatkan melalui penekanan, perbandingan yang
mencolok, atau menghilangkan fakta;

b. membandingkan dengan produk lain yang sejenis dengan maksud
merendahkan;

c. secara langsung maupun tidak langsung mendorong penggunaan
alat kesehatan dan PKRT yang berlebihan dan tidak perlu;

d. memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dengan mencantumkan
data ilmiah yang tidak dapat divalidasi dan diverifikasi;

e. menimbulkan ketakutan atau memanfaatkan mitos yang ada di
masyarakat;

f. memberikan testimoni;

g. menggunakan nama, inisial, logo, lambang, dan/atau referensi
yang mengindikasikan saran penggunaan dari institusi atau
organisasi yang bergerak di bidang kesehatan;

h. menggunakan jargon/slogan medis yang membingungkan;

menyalahgunakan hasil penelitian atau menggunakan kutipan

dari publikasi teknik atau ilmiah; dan/atau

-

j. menyarankan secara langsung maupun tidak langsung dapat

mencegah penyakit.
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Pasal 8

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, materi Iklan Alat
Kesehatan tidak diperbolehkan apabila:

a.

b.

(1)

)

(1)

)

memuat kata-kata, kalimat atau ilustrasi yang mengklaim atau
mengesankan dapat menyembuhkan suatu kelainan atau penyakit;

menyarankan secara langsung maupun tidak langsung bahwa alat
kesehatan dapat mencegah, memperlambat atau mengembalikan
perubahan fisiologi dan kondisi degeneratif yang berkenaan atau yang
berhubungan dengan proses penuaan;

memuat berbagai klaim atau kesan bahwa Alat Kesehatan tersebut
sempurna, menjamin akan memberikan kepastian kesembuhan;
dan/atau

mengabaikan pengobatan/perawatan utama, menawarkan saran-
saran spesifik, diagnosa atau penanganan untuk penyakit yang serius
dan kronis.

Pasal 9

Iklan Alat Kesehatan dan PKRT dilarang memuat atau menampilkan
tenaga kesehatan atau aktor yang berperan sebagai tenaga kesehatan
atau menggunakan atribut tenaga kesehatan.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
untuk Iklan Alat Kesehatan dan PKRT dapat memuat atau
menampilkan tenaga kesehatan atau aktor yang berperan sebagai
tenaga kesehatan atau menggunakan atribut tenaga kesehatan hanya
pada :

a. majalah kesehatan;

b. iklan layanan kesehatan; dan

c. forum ilmiah di lingkungan profesi.
Pasal 10

Iklan Alat Kesehatan dan PKRT yang bukan ditujukan khusus untuk
khalayak anak-anak tidak boleh memuat atau menampilkan anak-
anak sebagai aktor, kecuali didampingi oleh orang dewasa.

Iklan Alat Kesehatan dan PKRT yang ditujukan khusus untuk
khalayak anak-anak tidak boleh memuat atau menampilkan hal-hal
yang Dbersifat mengganggu jiwa, mental dan memanfaatkan
kemudahpercayaan, kekurangpengalaman atau kepolosan anak.
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Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Iklan Alat Kesehatan dan
PKRT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
TATA CARA PERSETUJUAN IKLAN PKRT

Pasal 12

(1) Untuk memperoleh persetujuan Iklan PKRT, pemohon harus
mengajukan permohonan secara tertulis dengan menggunakan
formulir terlampir kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:

a. foto kopy sertifikat produksi PKRT;

b. foto kopy Izin edar PKRT dan penandaan/label yang telah
disetujui;

c. materi iklan; dan

d. persyaratan lain sesuai kebutuhan.

(2) Apabila telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal selambat-
lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja menerbitkan surat
persetujuan.

(8) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 13

(1) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota melakukan pembinaan secara berjenjang terhadap
penyelenggaraan Iklan Alat Kesehatan dan PKRT.

(2) Dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Iklan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara sendiri atau
bekerjasama dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diarahkan untuk
melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan Alat Kesehatan dan
PKRT yang tidak tepat dan/atau tidak memenuhi persyaratan keamanan,
mutu, dan manfaat.
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Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 15

Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap
penyelenggaraan Iklan Alat Kesehatan dan PKRT.

Dalam rangka pengawasan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), melaporkan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur
dalam peraturan ini kepada Menteri.

Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maupun
laporan pengaduan dari masyarakat dilakukan penilaian oleh Tim
Pengawasan lklan Alat Kesehatan dan PKRT yang ditetapkan oleh
Menteri.

Tim Pengawasan Iklan Alat Kesehatan dan PKRT sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) bertugas:

a. menerima, menelaah dan memeriksa dokumen, bukti informasi,
dan teknologi atau bukti-bukti lainnya berkaitan dengan laporan
pelanggaran/pengaduan; dan

b. memberi rekomendasi kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk
untuk mengambil tindakan administratif.

Pasal 16

Berdasarkan rekomendasi dari Tim Pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15, Menteri melalui Direktur Jenderal
memerintahkan kepada Produsen Alat Kesehatan dan PKRT dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk mengubah,
menarik, menghilangkan dan/atau menghentikan Iklan Alat
Kesehatan dan PKRT yang melanggar ketentuan Peraturan Menteri
ini.

Dalam hal Produsen Alat Kesehatan dan PKRT tidak mengubah,
menarik, menghilangkan, dan/atau menghentikan Iklan Alat
Kesehatan dan PKRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri
melalui Direktur Jenderal dapat mengambil tindakan administratif.
Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
a. teguran tertulis;

b. pencabutan persetujuan iklan; dan/atau

c. pencabutan izin edar.
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BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Penyelenggaraan Iklan Alat Kesehatan dan PKRT harus menyesuaikan
dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun
sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 386/Men.Kes/SK/IV/1994 tentang Pedoman
Periklanan Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetika,
Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Makanan Minuman sepanjang
mengatur mengenai Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah
Tangga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2013

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 192
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 76 TAHUN 2013

TENTANG

IKLAN ALAT KESEHATAN DAN
PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH
TANGGA

PERSYARATAN IKLAN ALAT KESEHATAN DAN
PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA

1. Iklan Alat Kesehatan dan PKRT tidak boleh menggunakan kata-kata
superlatif seperti "paling”, "nomor satu", "top", "ampuh” atau kata-
kata berawalan "ter", dan/atau yang bermakna sama tanpa secara
khas menjelaskan keunggulan tersebut yang harus dapat dibuktikan
dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang
otentik.

2. Penggunaan kata-kata tertentu harus memenuhi Kkriteria, sebagai
berikut:

a. Penggunaan kata "100%", "murni", "asli" untuk menyatakan
sesuatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu dan sebagainya,
harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas
terkait atau sumber yang otentik.

b. Penggunaan kata “halal” dalam iklan hanya dapat dilakukan oleh
produk-produk yang sudah memperoleh sertifikat resmi dari MUI
atau lembaga yang berwenang.

c. Kata-kata ”presiden”, ”raja”, ”ratu” dan sejenisnya tidak boleh
digunakan dalam kaitan atau konotasi yang negatif.

3. Iklan Alat Kesehatan dan PKRT tidak boleh menggunakan kata-kata
"satu-satunya" atau yang bermakna sama, tanpa secara khas
menyatakan dalam hal apa produk tersebut menjadi satu-satunya
dan hal tersebut harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.

4. Tanda asteris (tanda *) harus memenubhi kriteria, sebagai berikut:

a. tanda asteris pada iklan di media cetak tidak boleh digunakan
untuk menyembunyikan, menyesatkan, membingungkan atau
membohongi khalayak tentang kualitas, kinerja, atau harga
sebenarnya dari produk yang diiklankan ataupun tentang
ketidaktersediaan sesuatu produk; dan

b. tanda asteris pada iklan di media cetak hanya boleh digunakan
untuk memberi penjelasan lebih rinci atau sumber dari sesuatu
pernyataan yang bertanda tersebut.
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Kata "gratis" atau kata lain yang bermakna sama tidak boleh
dicantumkan dalam iklan, bila ternyata konsumen harus membayar
biaya lain. Biaya pengiriman yang dikenakan kepada konsumen juga
harus dicantumkan dengan jelas.

Pencantuman harga sesuatu produk dalam iklan harus ditampakkan
dengan jelas, sehingga konsumen mengetahui apa yang akan
diperolehnya dengan harga tersebut.

Pencantuman garansi atau jaminan atas mutu suatu produk dalam
iklan Alat Kesehatan dan PKRT harus dapat
mempertanggungjawabkan dasar-dasar jaminannya.

Iklan Alat Kesehatan dan PKRT yang menampilkan adegan hasil atau
efek dari penggunaan produk dalam jangka waktu tertentu, harus
jelas mengungkapkan memadainya rentang waktu tersebut.

Perbandingan produk harus memenubhi kriteria, sebagai berikut:

a. perbandingan langsung dapat dilakukan, namun hanya terhadap
aspek-aspek teknis produk, dan dengan kriteria yang tepat sama;

b. jika perbandingan langsung menampilkan data riset, maka
metodologi, sumber dan waktu penelitiannya harus diungkapkan
secara jelas;

c. pengggunaan data riset tersebut harus sudah memperoleh
persetujuan atau verifikasi dari organisasi penyelenggara riset
tersebut;

d. perbandingan tak langsung harus didasarkan pada kriteria yang
tidak menyesatkan khalayak; dan

e. perbandingan produk tidak boleh menyebut merek lain.

Perbandingan harga dalam iklan hanya dapat dilakukan terhadap
efisiensi dan kemanfaatan penggunaan produk dan harus disertai
dengan penjelasan atau penalaran yang memadai.

. Iklan Alat Kesehatan dan PKRT tidak boleh merendahkan produk

pesaing secara langsung maupun tidak langsung.

Peniruan Iklan Alat Kesehatan dan PKRT harus memenuhi Kriteria,

sebagai berikut:

a. iklan tidak boleh dengan sengaja meniru iklan produk pesaing
sedemikian rupa, sehingga dapat merendahkan produk pesaing
ataupun menyesatkan atau membingungkan khalayak. Peniruan
tersebut meliputi baik ide dasar, konsep atau alur cerita, setting,
komposisi musik maupun eksekusi. Dalam pengertian eksekusi
termasuk model, kemasan, bentuk merek, logo, judul atau
subjudul, slogan, komposisi huruf dan gambar, komposisi musik
baik melodi maupun lirik, ikon atau atribut khas lain, dan
properti.
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b. iklan tidak boleh meniru ikon atau atribut khas yang telah lebih
dulu digunakan oleh sesuatu iklan produk pesaing dan masih
digunakan hingga kurun dua tahun terakhir.

Iklan Alat Kesehatan dan PKRT tidak boleh menyalahgunakan istilah-
istilah ilmiah dan statistik untuk menyesatkan khalayak, atau
menciptakan kesan yang berlebihan.

Iklan Alat Kesehatan dan PKRT tidak boleh mengeksploitasi erotisme
atau seksualitas dengan cara apapun, dan untuk tujuan atau alasan
apapun.

Pemeran dalam Iklan Alat Kesehatan dan PKRT harus memenuhi

kriteria, sebagai berikut:

a. Anak-anak
Anak-anak tidak boleh digunakan untuk mengiklankan produk
yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak, tanpa didampingi
orang dewasa. Iklan tidak boleh memperlihatkan anak-anak
dalam adegan-adegan yang berbahaya, menyesatkan atau tidak
pantas dilakukan oleh anak-anak. Iklan tidak boleh menampilkan
anak-anak sebagai penganjur bagi penggunaan suatu produk
yang bukan untuk anak-anak. Iklan tidak boleh menampilkan
adegan yang mengeksploitasi daya rengek (pester power) anak-
anak dengan maksud memaksa para orang tua untuk
mengabulkan permintaan anak-anak mereka akan produk terkait.

b. Perempuan

Iklan Alat Kesehatan dan PKRT tidak boleh melecehkan,
mengeksploitasi, mengobjekkan, atau mengornamenkan
perempuan sehingga memberi kesan yang merendahkan kodrat,
harkat, dan martabat mereka.

Gender

Iklan Alat Kesehatan dan PKRT tidak boleh mempertentangkan atau

membiaskan kesetaraan hak gender dalam segala aspek kehidupan

sehari-hari. Hal ini mencakup:

a. Kewenangan; bahwa pria dan wanita memiliki kewenangan yang
setara.

b. Pengambilan keputusan; bahwa pria dan wanita memiliki
kemampuan yang setara dalam mengambil keputusan.

c. Seksualitas; bahwa baik pria maupun wanita tidak boleh
dieksploitasi secara seksual.

d. Kekerasan dan pengendalian; bahwa tidak boleh terdapat
penggambaran kekerasan dan atau pengendalian oleh pria
terhadap wanita ataupun sebaliknya, oleh wanita terhadap pria.

e. Perbedaan; bahwa pria dan wanita di segala tingkat usia memiliki
kesempatan yang sama dalam berperan atau berprestasi.

f. Bahasa bias gender; bahwa tidak boleh terdapat kesan
penggunaan istilah atau ungkapan yang dapat disalahartikan
atau yang dapat menyinggung perasaan sesuatu gender, maupun
yang mengecualikan pria atau wanita.
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Penyandang Cacat
Iklan Alat Kesehatan dan PKRT tidak boleh memberi kesan yang
merendahkan atau mengejek penyandang cacat.

Spot peringatan pada lklan Alat Kesehatan dan PKRT pada media
cetak harus dengan tulisan terbaca, dibuat proporsional sehingga
spot tersebut terlihat mencolok.

Iklan Alat Kesehatan dan PKRT pada Media elektronik dan media
teknologi informasi harus memenuhi kriteria, sebagai berikut:

a. Iklan yang menampilkan dramatisasi wajib mencantumkan kata-
kata "Adegan Ini Didramatisasi" dan yang menampilkan adegan
berbahaya wajib mencantumkan peringatan "Adegan Berbahaya”,
Jangan Ditiru".

b. Adegan yang tidak sepenuhnya layak dikonsumsi oleh balita dan
anak-anak, harus mencantumkan kata-kata "Bimbingan Orang
tua" atau lambang yang bermakna sama.

c. Visualisasi tulisan harus memenuhi syarat-syarat kontras dan
kejelasan. Iklan Alat Kesehatan dan PKRT dilarang semata-mata
menampilkan anak-anak berusia di bawah 5 (lima) tahun dalam
bentuk apapun, kecuali apabila alat kesehatan dan PKRT tersebut
diperuntukkan bagi anak-anak yang berusia di bawah 5 (lima)
tahun.

Iklan Alat Kesehatan dan PKRT materinya harus memenuhi ketentuan
sesuai dengan klaim yang disetujui pada waktu pendaftaran alkes dan
PKRT tersebut.

Iklan Alat Kesehatan tidak dapat diklaim secara langsung mengurangi
penyakit.

Iklan untuk produk tertentu seperti kondom, plester, pembalut
wanita, tes kehamilan, peralatan steril, produk diagnostik invitro,
produk untuk tujuan intim, pemutih cucian, pembersih lantai,
antiseptik dan desinfektan, serta pestisida rumah tangga harus
disesuaikan dengan ketentuan khusus untuk produk tersebut dan
memperhatikan kepatutan.

Iklan Pembalut wanita (sanitary napkin) supaya disesuaikan dengan
estetika dan tata krama ketimuran.

Iklan kondom tidak boleh mendorong penggunaan untuk tujuan
asusila dan supaya disesuaikan dengan estetika dan tata karma
ketimuran. Selain itu harus disertai spot “IKUTI PETUNJUK
PEMAKAIAN”.

Ketentuan yang harus dipenuhi terkait spot:

a. Untuk media televisi: Spot iklan harus dicantumkan dengan
tulisan yang jelas terbaca pada satu screen/ gambar terakhir
dengan ukuran minimal 30 % dari screen dan ditayangkan
minimal selama 3 detik.
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b. Untuk media radio:

1) Spot iklan harus dibacakan pada akhir iklan dengan jelas dan
dengan nada suara tegas.

2) Iklan radio yang menggunakan suara atau efek bunyi yang
menimbulkan imajinasi amat mengerikan atau amat
menjijikkan, hanya boleh disiarkan kepada khalayak dan pada
waktu yang sesuai yaitu di atas jam 22.00.

3) Spot peringatan iklan harus dibacakan pada akhir iklan
dengan jelas dan dengan nada suara tegas.

c. Untuk media cetak: Spot iklan harus dengan tulisan yang jelas
terbaca.

Pemutih cucian tidak boleh diiklankan seolah-olah hasil
penggunaannya menjadi bebas kuman sama sekali.

Pembersih tidak boleh diiklankan seolah-olah menghasilkan bebas
kuman dan aman.

Antiseptika dan desinfektan tidak boleh diiklankan seolah-olah
setelah penggunaan dimaksud hasilnya dijamin telah bebas kuman.

Antiseptika dan desinfektan tidak boleh menganjurkan penggunaan
yang berlebihan, misal menghilangkan bakteri, menggunakan klaim
yang seolah-olah fungsinya sebagai terapi pengobatan.

PKRT yang berfungsi sebagai Pewangi tidak boleh mencantumkan
kata-kata sebagai aroma terapi.

Pestisida Rumah Tangga tidak boleh diiklankan dengan menyebutkan
kata-kata “aman”, “tidak berbahaya” atau kata-kata lain yang
semakna yang dapat ditafsirkan salah terhadap keamanannya.

Pestisida Rumah Tangga tidak boleh diiklankan dengan menyebutkan
kata “ampuh” atau kata lain yang semakna yang dapat ditafsirkan
berlebihan terhadap kegunaannya.

Pestisida Rumah Tangga tidak boleh diiklankan dengan menyebutkan
dan atau menggambarkan penggunaannya selain yang disetujui
Kementerian Pertanian.

Pestisida Rumah Tangga tidak boleh diiklankan seperti produk
Kosmetika dan PKRT lain sehingga dapat ditafsirkan salah terhadap
keamanannya.

Contoh:
a. pestisida rumah tangga bentuk aerosol diiklankan sebagai Air
Freshener.

b.anti nyamuk (insect repellent) diiklankan dapat menghaluskan
kulit.
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34. Iklan PKRT tertentu seperti sediaan antiseptika/desinfektan, pestisida
rumah tangga, pemutih cucian dan pembersih tertentu harus disertai
spot: “IKUTI PETUNJUK PEMAKAIAN, PERINGATAN DAN CARA
PENANGGULANGAN BILA TERJADI KECELAKAAN”.

35. Iklan Alat Kesehatan dan PKRT tidak boleh menimbulkan salah
persepsi yang membahayakan.

MENTERI KESEHATAN
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Formulir
Kop Surat Perusahaan

Nomor
Hal :
Lampiran : Materi Iklan

Kepada Yth :
Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan

c.q
Direktur Bina Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
Di

Tempat

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan
persetujuan Iklan PKRT dengan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon

Alamat Pemohon

2. Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

3. Nama Produk

Nomor Ijin Edar

Bersama ini kami lampirkan materi iklan tersebut.

Hormat Kami,

Tanda Tangan
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LAMPIRAN

KUTIPAN BEBERAPA PERATURAN
YANG MENGATUR IKLAN BIDANG
KESEHATAN
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LAMPIRAN

KUTIPAN BEBERAPA PERATURAN YANG MENGATUR IKLAN BIDANG
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103 TAHUN 2014 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN
TRADISIONAL

Pasal 67

Penyehat tradisional yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
wajib memasang papan nama praktik yang memuat nama, tata cara pelayanan,
waktu pelayanan, dan STPT.

Penyehat tradisional dan Panti Sehat dilarang mempublikasikan dan mengiklankan
Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang diberikan.

Pasal 68

Tenaga kesehatan tradisional yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional
Komplementer wajib memasang papan nama praktik yang memuat informasi
mengenai jenis pelayanan, tempat pelayanan, jam pelayanan, dan gelar keahlian
sesuai yang diperoleh dari institusi pendidikan.

Papan nama praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama, jenis
pelayanan yang diberikan, waktu praktik, dan SIPTKT.

Pasal 69

Tenaga kesehatan tradisional dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional dapat
melakukan iklan dan publikasi Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.
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2)  Iklan dan publikasi pelayanan kesehatan tradisional dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
61 TAHUN 2016 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
EMPIRIS

Pasal 37

Penyehat tradisional dan Panti Sehat dilarang mempublikasikan dan mengiklankan
pelayanan kesehatan tradisional empiris yang diberikan.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pasal 9

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang
dan atau jasa secara tidak benar dan atau seolah—olah:

a. Barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga
khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karateristik tertentu,
sejarah atau guna tertentu;

b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan atau baru;

c. Barang dan atau jasa tersebut telah mendapatkan dan atau memiliki sponsor,
persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau
aksesori tertentu;

d. Barang dan atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai
sponsor, persetujuan atau afiliasi;
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Barang dan atau jasa tersebut tersedia;

Barang tersebut tidak mengalami cacat tersembunyi;

g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;

@

@)

. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;

Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain;

Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak
mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;

. Mengandung sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

Barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk
diperdagangkan.

Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang
melanjutkan penawaran, ppromosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa
tersebut.

Pasal 10

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk

diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau

membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai :

harga atau tariff suatu barang dan/atau jasa;

kegunaan suatu barang dan/atau jasa ;

kondisi, tanggungan, jamiinan, hak atau ganti rugi atas suatu barang
dan/atau jasa;

tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan;

bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.
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Pasal 12

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosiikan atau mengiklankan
suatu barang dan/atau jasa dengan hharga tarif khusus dalam waktu dan jumlah
tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya
sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan.

Pasal 13

(1). Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau
mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan
pemberian hadiah berupa barang dan / atau jasa lain secara Cuma-
Cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak
sebagaimana yang dijanjikan.

(2). Pelakun usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat,
obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan
dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 17

(1).  Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang :

a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan
haga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang
dan/atau jasa;

b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;

c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/
atau jasa;

d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;

e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang
atau persetujuan yang bersangkutan;

f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai periklanan.
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(2).  Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah
melanggar ketentuan pada ayat (1).

Pasal 20

Pelaku usaha periklanan bertangung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat
ditimbulkan oleh iklan tersebut.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Pasal 13

Perusahaan pers dilarang memuat iklan:

a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu
kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan
masyarakat;

b. minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.
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(1)
(2)

3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2002

TENTANG PENYIARAN

Pasal 46
Siaran iklan terdiri atas siaran iklan niaga dan siaran iklan layanan masyarakat.

Siaran iklan wajib menaati asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Siaran iklan niaga dilarang melakukan:

a. promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi,
pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau
merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau
kelompok lain;

b. promosi minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif;
c. promosi rokok yang memperagakan wujud rokok;

d. hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai
agama; dan/atau

e. eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

Materi siaran iklan yang disiarkan melalui lembaga penyiaran wajib memenuhi
persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.

Siaran iklan niaga yang disiarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran.

Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak-anak wajib
mengikuti standar siaran untuk anak-anak.

Lembaga Penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan
masyarakat.

Waktu siaran iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta paling banyak 20%
(dua puluh per seratus), sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paling
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banyak 15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu siaran.

(9) Waktu siaran iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta
paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga, sedangkan
untuk Lembaga Penyiaran Publik paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus)
dari siaran iklannya.

(10)  Waktu siaran lembaga penyiaran dilarang dibeli oleh siapa pun untuk
kepentingan apa pun, kecuali untuk siaran iklan.

(11)  Materi siaran iklan wajib menggunakan sumber daya dalam negeri.

ETIKA PARIWARA INDONESIA
AMANDEMEN 2014

2.8. Alat dan Perlengkapan Kesehatan di Rumah Tangga

2.8.1. Tklan harus sesuai dengan jenis produk yang disetujui oleh Kementerian
Kesehatan RI, atau lembaga yang berwenang untuk itu.

2.8.2. Iklan alat kontrasepsi, alat bantu seks, dan produk-produk intim yang
khusus untuk konsumen dewasa, harus disiarkan di media dan pada
waktu penyiaran yang khusus untuk khalayak dewasa dan dengan selera
dan waktu yang pantas.

2.8.3. Iklan alat kontrasepsi, alat bantu seks, dan produk-produk intim yang
khusus untuk dewasa tidak boleh mengandung pembenaran terhadap
perilaku seks bebas.

2.9. Alat dan Fasilitas Kebugaran atau Perampingan

2.9.1. TIklan yang menawarkan alat atau fasilitas kebugaran atau perampingan,
tidak boleh memberikan janji yang tidak dapat dibuktikan ataupun
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2.9.2.

mengabaikan efek samping yang mungkin timbul akibat penggunaan alat
atau fasilitas tersebut.

Iklan tidak boleh menampilkan hasil yang bukan diperoleh dari
penggunaan secara normal atau wajar produk terkait.

2.10. Jasa Layanan Kesehatan (lihat penjelasan)

2.11.

2.14.

2.10.1.

2.10.2.

2.10.3.

2.10.4.

Jasa layanan kesehatan diperbolehkan beriklan hanya jika telah
memperoleh izin operasional sebagai layanan kesehatan dari lembaga
yang berwenang.

Jasa layanan kesehatan hanya boleh diiklankan jika ditampilkan sebagai
entitas bisnis yang menawarkan jenis jasa dan/atau fasilitas kesehatan
yang tersedia. (lihat penjelasan)

Tenaga profesional medis ataupun segala atributnya dalam iklan Jasa
Layanan Kesehatan tidak boleh ditampilkan dalam fungsi medis.

Jasa Layanan Kesehatan tidak boleh mengiklankan promosi penjualan
dalam bentuk apa pun. (lihat penjelasan)

Jasa Penyembuhan Alternatif

2.11.1.

2.11.2.

Iklan penyembuhan alternatif harus mencantumkan izin dari lembaga
yang berwenang.

Iklan penyembuhan alternatif tidak boleh menyalahgunakan simbol,
ayat, atau ritual keagamaan sebagai prasyarat penyembuhannya.

Jasa Profesional

Profesional seperti dokter, pengacara, notaris, akuntan, dan lainlain hanya dapat
mengiklankan jam praktik atau jam kerja dan pindah alamat, sesuai dengan kode
etik profesi masing-masing.
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